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WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);



http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/92uu001.doc
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/09uu025.doc
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli,
Sekretariat Dewan = Perwakilan Rakyat  Daerah,
Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44);



http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/15uu009.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/14uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/file_peraturan/16pp018.pdf
http://jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2016/PERDA/perda_8_2016.pdf
http://jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2016/PERWALI/perwali_43_2016.pdf
http://jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2016/PERWALI/perwali_44_2016.pdf
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Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016
Nomor 45);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah,
Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum
Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Nomor 12);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan
Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Nomor 14);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DENPASAR.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Kota adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.


http://jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2016/PERWALI/perwali_45_2016.pdf
http://jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2017/PERWALI/perwali_12_2017.docx
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BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pasal 2

(1) Menyusun SOP Administrasi Pemerintahan dilingkungan
Pemerintah Kota.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dilingkungan
Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2013 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Februari 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 13



